
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR   41  TAHUN  2013 

TENTANG 

PUSAT SUMBER PENDIDIKAN INKLUSIF 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) 

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 

Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak 

Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 827); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang

Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3670);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4235);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);

SALINAN 



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5339); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 

1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4496); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5157); 

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta 

Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan 

dan/atau Bakat Istimewa; 

12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan 

Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2012 Nomor 4); 



15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 

Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit 

Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

(Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2008 Nomor 41); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PUSAT SUMBER PENDIDIKAN 

INKLUSIF  

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada 

semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa 

membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, 

golongan,  jenis kelamin,  kondisi  fisik  maupun mental sehingga sekolah 

merupakan miniatur masyarakat.  

2. Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang 

mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ 

fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau 

permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial. 

3. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem 

pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis 

pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional.  

4. Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah Lembaga yang menjadi sistem 

pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif guna memperlancar, 

memperluas, meningkatkan kualitas, dan menjaga keberlangsungan layanan 

pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah penyelenggara Pendidikan 

Inklusif pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.  

5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

7. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 

8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah meliputi Kabupaten Sleman, 

Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota 

Yogyakarta. 

 

 

 



BAB II 

PEMBENTUKAN   

 

Pasal  2 

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif. 

 

 

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI   

 

Pasal 3 

Pusat Sumber Pendidikan Inklusif merupakan lembaga non struktural yang bersifat 

ad hoc yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan 

inklusif. 

 

Pasal 4 

Pusat  Sumber  Pendidikan  Inklusif  mempunyai  tugas  pokok mengkoordinasikan,  

memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan 

penyelenggaraan pendidikan inklusif. 

 

 

Pasal 5 

Pusat Sumber Pendidikan Inklusif mempunyai fungsi :  

a. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan modifikasi kurikulum, program 

pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta 

sarana dan prasarana pendidikan inklusif; 

b. memberikan masukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai 

tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan inklusif terkait modifikasi kurikulum, 

program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber 

belajar serta sarana dan prasarana yang asesibel; 

c. menyelenggarakan layanan dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan 

pendidikan inklusif; 

d. menyediakan data tentang sistem layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas 

dalam sistem inklusif; 

e. melaksanakan koordinasi dengan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif dan/atau 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang 

pendidikan di Kabupaten/Kota; 

f. menjalin kemitraan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai 

tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan Kabupaten/Kota, sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusif, dan/atau lembaga lain yang bergerak dalam 

bidang penyelenggaraan pendidikan inklusif di wilayah masing-masing; 

g. memberikan fasilitasi pendampingan proses pembelajaran dan pengelolaan 

kelembagaan kepada penyelenggara pendidikan inklusif;  

 



 

 

h. menyediakan layanan konsultasi pendidikan khusus bagi sekolah penyelenggara 

pendidikan inklusif;  

i. menyediakan layanan assesment bagi penyandang disabilitas;  dan 

j. menyusun laporan kegiatan setiap 1 (satu) tahun dan disampaikan kepada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di 

bidang pendidikan inklusif. 

 

BAB IV 

KEANGGOTAAN DAN MASA KERJA 

 

Pasal 6 

(1) Anggota Pusat Sumber Pendidikan Inklusif berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang 

terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok 

dan fungsi di bidang pendidikan, organisasi penyandang disabilitas, perguruan 

tinggi, tenaga pendidik pendidikan khusus dan pihak lain yang terkait. 

(2) Masa kerja keanggotaan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif 3 (tiga) tahun sejak 

dikukuhkan oleh Gubernur dan dapat diangkat kembali paling lama 1 (satu) kali 

masa jabatan berikutnya. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari anggota Pusat Sumber Pendidikan Inklusif 

dibantu dan difasilitasi oleh sekretariat yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.  

(4) Susunan keanggotaan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur. 

 

BAB V 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 7 

Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur  ini dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah. 

 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis 

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD yang 

mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan inklusif. 

 

 

 



Pasal 9 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal 8 Juli 2013 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

TTD 

HAMENGKU BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 8 Juli 2013 

SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

TTD 

ICHSANURI 

BERITA  DAERAH  DAERAH  ISTIMEWA  YOGYAKARTA  TAHUN  2013  NOMOR  41 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

ttd 

DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 


